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ABSTRAK 

 

Siti Nur Haliza 

22/22233076 

: Tinjauan Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa 

Konstruksi Bagian Pelaksana pada Dinas Bina 

Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat.  

Dosen Pembimbing  : Thamrin, S.Pd, MM. 

 

        Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Penerapan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas jasa konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Barat. (2) Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi jika 

ada kesalahan perhitungan.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data kuantitatif dan data 

kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan atas pajak jasa 

konstruksi telah sesuai dengan PMK No. 59 Tahun 2022, telah melaksanakan 

penyetoran/pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi dengan 

menggunakan sistem online yaitu dengan DJP Online, dan belum ada terjadi kesalahan 

perhitungan pajak. 

 

Kata Kunci : PPh Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi, Bagian Pelaksana, Dinas  

                          BMCKTR, dan Sumatera Barat. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih 

perlu untuk melakukan peningkatan pada perekonomian. Peningkatan 

perekonomian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia dalam 

berbagai sektor. Salah satunya adalah pada sektor pembangunan. Untuk 

menjalankan semua sektor terutama pada sektor pembangunan diperlukannya 

dana berupa sumber pendapatan dari negara yaitu pajak. Menurut Bela (2024:73), 

“Pajak memiliki peranan yang sangat penting agar pembangunan dalam negeri 

dapat berjalan dengan lancar.” 

Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan infrastruktur 

dalam negeri karena pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat digunakan 

sebesar-besarnya untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pada sektor 

publik seperti pembangunan jalan, jembatan serta pemeliharaan jalan dan 

jembatan. Menurut Mukhlis (2019), “Adanya peningkatan pada penerimaan pajak 

maka semakin besar kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan 

pembangunan. Sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin 

kecil kemampuan negara untuk pembiayaan pembangunan.” 

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 adalah 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat.” Pajak menurut Soeparman (2019:32), adalah  “Iuran wajib 

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum.”  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat 

memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk mencapai 

kesejahteraan umum.  

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2008, “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan.” Menurut 

Harjo (2023), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek 

Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun 

dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.” 

Selanjutnya menurut Rohaya (2025), “Pajak Penghasilan terdapat berbagai jenis, 

salah satu jenisnya, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final. 

PPh final merupakan pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak dapat 

dikreditkan dengan pajak lainnya.” PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atas 

penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu. 

Pada PPh Pasal 4 Ayat 2 terdapat jasa yang dikenakan pemotongan 

penghasilan, yaitu jasa kontruksi. Jasa konstruksi adalah suatu layanan dalam jasa 

konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Menurut Rusydi (2005:438) 

“Jasa konstruksi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan beserta 
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pengawasan yang mencakup pekerjaan konstruksi.” Layanan jasa konstruksi 

mencakup keseluruhan ataupun sebagian layanan kegiatan yang meliputi kegiatan 

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen 

penyelenggaraan konstruksi. Selanjutnya menurut Hefferan (2022:10), “Dalam 

penyelenggaraan jasa konstruksi upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, 

berkualitas dan berkelanjutan.”   

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan pajak yaitu PPh  yang 

bersifat final, lebih tepatnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi. Tarif PPh ini 

dikenakan berbeda tergantung kepada jenis layanan jasa konstruksi serta 

kepemilikan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha 

orang perseorangan.  

Berdasarkan  PMK No 59/ PMK.03/2022 tarif PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu: 

1,75%, 4%, 2,65%, 3,5%, dan 6%. Adapun kualifikasi usaha konstruksi dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 

Kualifikasi usaha konstruksi dibagi menjadi 3 dan memiliki perbedaan, yaitu: 

Kualifikasi Usaha Konstruksi Kecil (Penjualan yang kurang dari 2,5M dan 

memiliki keuangan yang besar atau sama dengan 300 Juta), Kualifikasi Usaha 

Konstruksi Menengah (Penjualan yang besar dari 2,5M dan memiliki keuangan 

yang besar atau sama dengan 2M), dan Kualifikasi Usaha Konstruksi Besar 

(Untuk badan usaha dengan penanaman modal asing ini memiliki penjualan yang 

besar dari 50M dan memiliki keuangan yang besar atau sama dengan 25M serta 
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untuk badan usaha biasa memiliki penjualan yang besar dari 100M dan keuangan 

yang besar atau sama dengan 35M). 

 Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata 

Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada bidang Bina Marga. 

Bidang Bina Marga bertanggung jawab pada pembangunan daerah. Selain itu, 

Dinas Bina Marga sebagai salah satu pihak pemotong pajak yang berkewajiban 

untuk melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi, jika telah melakukan transaksi dengan PT ataupun 

CV yang menjalankan proyek pembangunan. PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat, yaitu pada bidang Bina Marga wilayah P.070 Batusangkar-

Ombilin. Wilayah P.070 Batusangkar-Ombilin merupakan salah satu wilayah 

yang menjadi proyek pembangunan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.  

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi 

Sumatera Barat salah satu pihak pemotong pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Kontruksi. Namun, dalam praktiknya terdapat keraguan dalam penetapan tarif 

pajak yang berakibat pada risiko administrasi dan ketidaksesuaian pelaporan 

pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti mekanisme penerapan dan 

prosedur koreksi kesalahan perhitungan pajak tersebut. 

Berikut merupakan data pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa 

konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat tepat pada bidang Bina Marga wilayah P.070 Batusangkar-

Ombilin: 



 

5 
 

  Tabel 1. Data PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi 

 
No 

Tanggal 
Pembayaran 

PPN 11% 
(11/111) (Rp) 

PPh Pasal 4 
Ayat 2 (Rp) 

Nilai Kontrak 
(Rp) 

PT 

1 16 Mei 2024 143.296.726 34.521.484 1.445.994.240 

PT 
Anathama 
Konstrusi 

Utama 

2 
15 Agustus 

2024 
271.460.899 65.397.398 2.739.287.250 

PT 
Anathama 
Konstrusi 

Utama 

3 
09 

September 
2024 

117.432.443 28.290.543 1.185.000.110 

PT 
Anathama 
Konstrusi 

Utama 

4 
24 Oktober 

2024 
36.823.536 8.871.124 371.582.950 

PT 
Anathama 
Konstrusi 

Utama 

5 
24 Oktober 

2024 
167.457.108 40.341.940 1.689.794.450 

PT 
Anathama 
Konstrusi 

Utama 

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi  

                 Sumatera Barat 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang mana Dinas Bina Marga, 

Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan 

memiliki kerjasama dengan sektor konstruksi, maka diperlukan penelitian lebih 

lanjut mengenai: “Tinjauan Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa 

Konstruksi Bagian Pelaksana Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.” 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

menyusun rumusan masalah, yaitu:  
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1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas 

Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat? 

2. Bagaimana prosedur penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi jika 

ada kesalahan perhitungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, 

Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. 

2. Prosedur penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi, jika ada 

kesalahan perhitungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas 

Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hal 

yang berhubungan dengan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa 
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konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mendapatkan gelar A.Md 

b. Bagi Universitas 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan 

informasi dan referensi bagi mahasiswa yang berminat mengangkat topik 

ini. 

c. Bagi Instansi 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai evaluasi untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikam sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian yang serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

a. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

telah melaksanakan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

sesuai dengan PMK No 59 Tahun 2022 PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi. 

b. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 

telah melaksanakan penyetoran/pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi dengan menggunakan sistem online yaitu dengan DJP Online. 

c. Sampai saat sekarang ini belum ada terjadi kesalahan perhitungan terhadap 

PPh Pasal  4 Ayat 2 atas jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta 

Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Melakukan persiapan pengawasan berkala terhadap perubahan regulasi. 

Dalam hal ini harus dilakukan pengawasan rutin untuk memastikan 

penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi tetap sesuai dengan 

regulasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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2. Mengembangkan modul pelatihan perpajakan. 

Pihak Dinas BMCKTR dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop 

perpajakan secara rutin bagi staf terkait. 

3. Melakukan pengecekan kembali perhitungan  PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi. 

Walaupun belum terjadi kesalahan perhitungan, tetap untuk melakukan 

pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada potensi kesalahan. 
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